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RINGKASAN

Kejahatan merupakan realitas sosial yang terus berkembang seiring dinamika kehidupan
masyarakat dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ekonomi, pendidikan,
lingkungan sosial, serta kondisi psikologis individu. Perkembangan masyarakat juga
menyebabkan meningkatnya berbagai bentuk tindak pidana, baik kejahatan konvensional
maupun kejahatan modern seperti kejahatan siber. Kemajuan teknologi informasi
membuka peluang munculnya bentuk-bentuk tindak pidana baru yang dilakukan melalui
media elektronik dan internet. Keadilan menjadi tujuan utama sistem hukum yang
mencakup keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan sosial sebagai dasar dalam
menciptakan ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Salah satu pendekatan yang berkembang dalam sistem peradilan pidana adalah keadilan
restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, pelaku, dan masyarakat
melalui dialog serta mediasi. Keadilan restoratif hadir sebagai kritik terhadap sistem
pemidanaan konvensional yang lebih berorientasi pada penghukuman pelaku. Keadilan
restoratif menekankan pemulihan hubungan sosial, pengakuan kesalahan, dan
penyelesaian konflik secara damai sehingga tidak hanya memberikan manfaat bagi
korban dan pelaku, tetapi juga bagi masyarakat luas. Keadilan restoratif juga dinilai
mampu mengurangi beban lembaga pemasyarakatan yang mengalami kelebihan
kapasitas.

Di Indonesia, penerapan keadilan restoratif mulai diterapkan dalam penyelesaian tindak
pidana ringan melalui berbagai kebijakan, salah satunya Peraturan Jaksa Agung Nomor
15 Tahun 2020. Pengaturan tersebut memberikan syarat penghentian penuntutan
berdasarkan restorative justice, seperti pelaku baru pertama kali melakukan tindak
pidana, ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun, kerugian di bawah Rp2,5 juta, serta
adanya perdamaian antara pelaku dan korban. Penerapan restorative justice terlihat dalam
beberapa kasus, seperti pencurian ringan dan penganiayaan, yang diselesaikan melalui
proses perdamaian dengan melibatkan korban, pelaku, penyidik, serta tokoh masyarakat.
Hal ini memperlihatkan pentingnya peran Kejaksaan dalam mewujudkan penyelesaian

perkara yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.



Penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif masih menghadapi
persoalan hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 140
ayat (2), belum secara tegas mengatur restorative justice sebagai dasar penghentian
penuntutan. Dasar hukum penerapannya melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun
2020 dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum juga menimbulkan
perdebatan mengenai kekuatan mengikatnya dalam hierarki peraturan perundang-
undangan. Masih terdapat kekaburan hukum terkait batasan tindak pidana ringan,
kewenangan diskresi penuntut umum, serta jaminan perlindungan hukum bagi korban
dan tersangka. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam mewujudkan
kepastian hukum, keseragaman penerapan, dan perlindungan hak para pihak dalam

praktik penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif di Indonesia.
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ABSTRAK
Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Kejaksaan, Tindak Pidana Ringan.

Tujuan penelitian tesis yang berjudul Penerapan Keadilan Restoratif dalam
Keputusan Kejaksaan untuk Menghentikan Proses Penuntutan Terhadap Kasus
Tindak Pidana Ringan adalah untuk mengkaji kewenangan Kejaksaan dalam
implementasi keadilan restoratif terhadap tindak pidana ringan menurut hukum
positif di Indonesia serta untuk mengkaji arah kebijakan hukum ke depan dalam
mengoptimalkan kewenangan Kejaksaan menerapkan keadilan restoratif terhadap
tindak pidana ringan dalam kerangka sistem peradilan pidana. Jenis penelitian yang
penulis gunakan adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu
penelitian yang bertumpu pada kajian kepustakaan (/ibrary research) dengan
menelaah norma-norma hukum yang berlaku.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama, kewenangan Kejaksaan dalam
implementasi keadilan restoratif terhadap tindak pidana ringan di Indonesia telah
memiliki dasar hukum yang jelas, baik melalui peraturan perundang-undangan
maupun kebijakan internal Kejaksaan. Kejaksaan sebagai dominus litis berwenang
melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan
memperhatikan syarat formil dan materil serta melibatkan proses perdamaian antara
korban dan pelaku. Penerapannya telah memberikan alternatif penyelesaian perkara
yang berorientasi pada pemulihan, namun masih menghadapi kendala normatif,
struktural, dan kultural sehingga belum berjalan optimal.Kedua, arah kebijakan
hukum ke depan menunjukkan perlunya penguatan kewenangan Kejaksaan dalam
penerapan keadilan restoratif sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang
berorientasi pada pemulihan. Pengaturan yang ada telah memberikan dasar awal,
namun masih memerlukan penguatan dalam aspek normatif, harmonisasi peraturan,
dan kejelasan pedoman teknis. Optimalisasi kewenangan Kejaksaan memerlukan
kebijakan hukum yang lebih komprehensif dan terintegrasi guna mendukung
efektivitas penyelesaian perkara pidana ringan.
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ABSTRACT
Keywords: Restorative Justice, Prosecution Service, Minor Criminal Offenses.

The purpose of this thesis entitled The Application of Restorative Justice in
Prosecutorial Decisions to Terminate Prosecution in Minor Criminal Offense Cases
is to examine the authority of the Prosecution Service in implementing restorative
Justice for minor criminal offenses under positive law in Indonesia, as well as to
analyze the future direction of legal policy in optimizing prosecutorial authority to
apply restorative justice within the framework of the criminal justice system. The
research method used in this study is normative legal research, namely research
based on library research by examining applicable legal norms.

The results of this study show that, first, the authority of the Prosecution Service in
implementing restorative justice for minor criminal offenses in Indonesia already
has a clear legal basis, both through statutory regulations and internal prosecutorial
policies. As dominus litis, the Prosecution Service has the authority to terminate
prosecutions based on restorative justice by considering formal and material
requirements and involving a reconciliation process between the victim and the
offender. Its implementation has provided an alternative dispute resolution
mechanism oriented toward recovery, although it still faces normative, structural,
and cultural obstacles, preventing its optimal implementation. Second, the future
direction of legal policy demonstrates the need to strengthen prosecutorial authority
in the application of restorative justice as part of a recovery-oriented criminal
Jjustice system. Existing regulations have provided an initial foundation, but further
strengthening is still required in normative aspects, harmonization of regulations,
and clarity of technical guidelines. Optimizing prosecutorial authority requires a
more comprehensive and integrated legal policy to support the effective resolution
of minor criminal offense cases.
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